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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAHUN  2005   NOMOR    9  SERI  E     
 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 
 

NOMOR  13  TAHUN  2005 
 

TENTANG  
 

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 
Menimbang : a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota 

Bogor pada dasarnya adalah hak masyarakat 
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup; 

 
b. bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan 

oleh Pedagang Kaki Lima merupakan usaha 
ekonomi kerakyatan yang perlu pembinaan dan 
penataan dalam melaksanakan usahanya 
sehingga sejalan dengan upaya mewujudkan 
kota yang bersih, indah, tertib, dan aman 
dengan sarana dan prasarana perkotaan yang 
memadai dan berwawasan lingkungan sesuai 
dengan visi Kota Bogor Kota Jasa yang 
Nyaman dengan Masyarakat Madani dan 
Pemerintahan Amanah; 

 
 
 
 

http://www.bphn.go.id/



 

83

  c. bahwa dalam rangka peningkatan upaya 
perlindungan, pemberdayaan, pengendalian, 
dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki 
Lima serta perlindungan terhadap hak-hak 
pihak lain perlu dilakukan penataan dan 
pengaturan;  

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam   huruf a, huruf 
b, dan huruf c, maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Penataan 
Pedagang Kaki Lima; 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang     Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3215); 

 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

 
 
 
 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu08.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu014.pdf


 

84

 
 

 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 
tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3611); 

 
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 
 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4389); 
 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 
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  9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

 
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 

1990 tentang Kebersihan, Keindahan dan 
Ketertiban di Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 1990 Nomor 01 Seri C); 
 

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4   
Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 1999 Nomor 2 Seri B); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5   

Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor         
Tahun 2000  Nomor 5 Seri D); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1   

Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Bogor (Lembaran Daerah             
Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C); 
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  15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2   
Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri B); 
 

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 
Tahun 2002 tentang Pajak Restoran 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 
Nomor 2 Seri A); 

 
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 

Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor          
Tahun 2004 Nomor 4 Seri D); 

 
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E); 

 
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7    

Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar  
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 
Nomor 4 Seri E); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 

 

dan 
 

WALIKOTA BOGOR 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN 

PEDAGANG KAKI LIMA. 
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